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| Akses penyandang dlsabllltas pszkososzal terhadap
 pengobatan kurang. Di Indonesia hanya ada 23 RS]
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- orang dengan gangguan jiwa-
. (ODGJ) masih sangat minim.
Akses mereka untuk menj ang—'-”

kau pengobatan, pekerjaan,
hingga hak politik masih su-
-lit.

“penyandang disabilitas.

psikososial ini sebenarnya da-
pat seperti masyarakat pada
umumnya bila akses pada
pengobatan berjalan baik.
Masalahnya, sekarang akses
mereka pada hak kesehatan
masih sangat minim,” kata
.Secretary General Human
Right and Vulnerable Group
' Yossa AP Nainggolan di kantor

‘kemarin.
Menurutnya, hal terse-

but antara lain terlihat dari -

minimnya jumlah rumah sakit

jiwa (RS]) di Indonesia. Dari

34 provinsi, baru 23 provinsi
yang memiliki RSJ.

" “Saat ini juga semakin se-
ring ada pemberitaan soal
disabilitas psikososial yang
dianggap melakukan peru-
sakan dan sejenisnya. Dari
sana, harusnya bisa ditangkap
bahwa berarti banyak yang
belum mendapat pengobatan.

-syarakat kepada pe-

dan sekltar 600 tenaga psikiater. - -,

- ‘Mereka pasti yang tldak ada

akses ke obat dan dokter %
ujar Yossa

Selain itu, katanya; be’lu'm'
ada pendataarn yang kompre- -
‘hensif pada jumlah disabilitas

psikososial di seluruh Indone-

sia. Hal itu terbukti dengan .
.terus. dltemukannya kasus
vpenyekapan atau pemasungan
.penderita disabilitas psikoso-

sial yang tidak terakses peng-
obatan di berbagai daerah di
Tanah Air. E
“Kalau datanya saja belum
pasti, penanganan dan penye-

diaan obatnya akan sulit tepat. -

Pemerintah harus menjemput
bola-dan semakin aktif me-
mantau,” ujar dia lagi.

_ Berdasarkan hasil penelitian

yang dipublikasikan Human
Right Watch pada 2016, ter- -

catat ada 18.800 penyandang

_ disabilitas psikososial yang
Komisi Nasional Hak Asasi Ma-
nusia (Komnas HAM), ]akarta ,

masih -dipasung karena di-
anggap sebagai kutukan atau
kerasukan setan. Padahal, pe-
merintah Indonesia melarang
praktik pemasungan terhadap
mereka sejak 1977.

Dari segi ketersedian fasili-
tas kesehatan, hanya 30% dari
9.000 puskesmas di seluruh
Indonesia yang memiliki prog-

-ram layanan kesehatan jiwa.

Selain itu, hanya ada 249 dari
total 445 rumah sakit umum
yang bisa melayani berbagai
jenis perawatan kesehatan
jiwa.

Demikian halnya, kata Yos—

" sa, tenaga kesehatan jiwa.
~Pada 2016 jumlah psikiater
2 hanya 600 hingga 800 orang.
: Artmya seuap psikiater terla- ;
_tih menangani 300 ribu sam-
“pai 400 ribu- ODGJ.

Bahkan sekitar 70% darl

sselurult psikiater berada di
.. Pulau ]awa dan:40% dari
jumlah tersebut bekerja di

Jakarta. ‘Sementara- itu, Orga-
nisasi Kesehatan Dunia (WHO)
menetapkan standar jumlah
tenaga psikolog dan psikiater
dengan jumlah penduduk’
ialah 1:30 ribu orang.

Manfaatkan CSR

" Komisioner Komnas HAM
Mohammad Choirul Anam
menambahkan penanganan:
masalah disabilitas psikososial -
yang masih minim perhatian
juga mengakibatkan banyak
panti sosial terbengkalai. Un-
tuk mengatasi itu, berbagai
elemen harus turun tangan.

‘Pelibatan berbagai sektor

jugaharus digencarkan. Tidak
hanya yang berada di bawah
Kementerian Sosial dan Ke-.
menterian Kesehatan, tetapi
juga'sektor lain, seperti BUMN
dan BUMD.

“Sekarang semua harus
dipaksa dan diwajibkan ikut
memberi perhatian. BUMN
dan BUMD, misalnya, harus
didorong untuk menyalur-
kan CSR kepada penyandang
disabilitas psikososial,” u]ar
Anam. (H-2)



